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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM JUAL BELI TANAH 

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYRIAH (Studi Kasus di Desa Restu 

Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah) 

 

Oleh: 

SODIKIN MIRWANTO 

NPM. 13112889 

 

 

Muamalah merupakan aktifitas sosial yang lebih longar yang dapat 

dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk, kajian ini adalah 

kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi dan 

bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik seecara langsung maupun 

tidak, hal tersebut yang menjadi dasar transaksi di masyarakat khususnya 

implementasi akad wakalah dalam jual beli tanah di Desa Restu Baru IV, 

akad yang dilakukan oleh para pihak yaitu akad simsarah diberikanya hak dan 

kewajiban kepada orang lain dengan diberikanya imbalan, dalam transaksi 

tersebut wakil menjadi titik penentu terjadinya akad jual beli tanah, sebab 

tetapi pada kenyataanya dilapangan akad waklah tersebut rusak sebab wakil  

berniat untuk membohongi para pihak guna mendapatkan hasil jual beli tanah 

tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik wakalah dalam 

jual beli tanah di Indonesia (setudi kasus di Desa Restu Baru IV Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Lampung Tengah), jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif  

penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu 

peristiwa yang terjadi, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu 

wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan oleh parapihak yang 

melakukan akad yaitu pembeli, wakil dan pemilik tanah, tehnik analisis data 

dilakukan dengan cara berfikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian implementasi akad wakalah dalam jual beli 

tanah tersebut adalah, Pelaksanaan akad wakalah tersebut tidak sesui dengan 

hukum ekonomi syariah antara lain, tidak ada kejujuran bagi wakil, tidak ada 

kebenaran bagi wakil, tidak ada keridhaan oleh para pihak yang 

melaksanakan akad sebab telah di bohogi oleh wakil, sehigga menimbulakan 

segketa tanah yang berdampak pada kerugian para pihak .  
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MOTO 

 

                           

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (menjalankan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosasa dan 

pelanggaran dan bertakwalah kamu  kepada Allah sesungguhnya Allah 

amat berat siksanya. (QS: Al-Maidah ayat 2)
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 Kementerian Agama R I, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Surabaya Halim, 2004), h. 267. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan masyarakat saat ini tidak bisa lepas dari kegiatan sosial yang 

berangkat dari saling membutuhkan satu sama lain, dapat dengan mudah 

melakukan interaksi secara individu maupun kelompok, aktifitas tersebut 

lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainya yang berbeda 

dengan ibadah, muamalah sebagai aktifitas sosial yang lebih longar yang 

dapat dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk, kajian ini adalah 

kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi dan 

bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik seecara langsung maupun 

tidak seperti wakalah, jual beli dan lainya.
2
 

Konsep dasar fiqih muamalah konteporer merupakan segenap aturan 

hukum Islam mengenai prilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan 

harta, jadi fiqih muamalah sebagi aturan hukum Islam yang mengatur pola 

akad atau transaksi antara manusia yang berkaitan dengan harta.
3
 

Di lihat dari transaksi-transaksi jual beli di masyarakat, sebagian lebih 

cenderung ke wakil (Wakalah), karna wakalah memposisikan orang lain 

                                                           
2
 Imam Mustofa ,Fiqih Muamalah Konteporer, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h.5. 

3
Ibid,h.5. 
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sebagai pengganti dirinya, untuk menyelesaikan suatu persoalan yang di 

perbolehkan secara syari dan jelas jenis pekerjaanya.
4
 

Transaksi yang diwakilkan dalam jual beli ini berdasarkan akad dimana 

akad tersebut bertindak sebagai sah tidaknya jual beli, akad ini berupa 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara suka 

rela diantara keduabelah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak 

lain, menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan 

secara syara dan di sepakati.
5
 

Allah Swt berfirman. 

                                 

                               

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, 

(QS. An-Nisaa :29)
6
. 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang Allah mengharamkan orang islam 

untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi 

lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan 

oleh syariat, diboleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan 

jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas, dan dalam ayat ini 

Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun 

saling membunuh artinya dalam perdagana tidak disyariatkan untuk 

mencelakakan diri sendiri maupun orang lain, dan Allah menerangkan semua 

ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya.
7
 

                                                           
4
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h, 

239 
5
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Ed. 1, Cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68 

6
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Qarim dan Terjemahanya, Surabaya, Halim, 2004, h. 

65. 
7
Tafsir Ibnu Katsir Jilit II, M. Abdul Ghoffar, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Ct, ke II, 

2003),  h. 279 
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Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa, sebagi orang mulim 

tidak di perbolehkan untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta 

orang lain untuk jalan yang batil atau buruk, sebab dalam memanfaatkan 

harta tidak dibenarkan oleh agama Islam, dalam syara dianjurkan dalam 

melaksanakan peniagaan (perdaganan) karna tujuanya adalah saling ridha di 

dalam melaksanakan transaksi. 

Implementasi akad wakalah dalam jual beli tanah beragam, 

keberagaman ini di manfaatkan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan 

hidup salah satunya ialah jual beli tanah, jual beli ini dilakukan oleh penjual 

dan pembeli namun disini diwakilkan oleh orang lain yang dipercaya, barang 

yang diperjual belikan adalah tanah yang berada di perkebunan yang berupa 

kebun singkong, Jual beli dengan diwakilkan seperti ini dapat dilakuakan 

oleh masyarakat maupun individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari 

penghasilan jual beli tanah. 

Jual beli tanah ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang 

mengenal satu sama lain, yang memiliki hubungan dekat atau disebut kerabat, 

jual beli ini berdampak pada ketidakjujuran wakil yang menyalah gunakan 

kewenaganya untuk mengelabui pemilik tanah agar dapat menikmati hasil 

dari transaksi jual beli tanah, teransaksi jual beli ini dilakukan oleh pemlik 

tanah, wakil dan pembeli yang ada di desa Restu Baru IV Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Lampung Tengah. 

Berdasarkan hasil Pra Survei yang peneliti laksanakan pada tanggal  9 

Mei 2017, wawancara dengan salah satu masyarakat bernama Pak Eko di 
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desa Restu Baru IV,
8
 memaparkan bahwa implementasi akad wakalah dalam 

Jual beli tanah dengan diwakilkan dilakukan oleh dua orang yaitu wakil 

sebagai penjual dan pembeli, jual beli tersebut memfokuskan pada akad 

kepercayaan antara individu dengan individu,  jual beli ini melibatkan saudara 

atau teman dekat, hasil dari transaksi jual beli tersebut adalah ketidak jujuran 

wakil terhadap pemilik tanahdan pembeli yang menimbulkan segketa tanah 

didesa restubaru IV.  

Jual beli tanah tersebut belum dikatakan sah karna belum sesuai dengan 

syariat hukum ekonomisyariah sebabnya mengandung kebohongan dari akad 

tersebut, karna bermaksud untuk mengelabui pemilik tanah dan pembeli agar 

dapat menikmati hasil transaksi jual beli, pada awal mula pembeli tidak 

mengetahui akan terjadi kerugian, karena pembeli tidak memikirkan akibat 

dari jual beli tersebut, apakah syah secara hukum ekonomi ayriah atau tidak.
9
 

Hasil survei yang peneliti lakukan dengan Pak Sutaji selaku pembeli, 

yang dilaksanakan pada 13 Mei 2017 di temui dirumahnya di Desa Restu 

Baru IV, memaparkan bahwa jual beli tanah dengan diwakilkan ini bermula 

pada penawaran tanah yang telah di tanami singkong oleh Pak Andi, seluas 

5000 meter persegi sekitar ½ hektar yang hak atas tanah milik Pak Saryo  

bertempat tinggal di Bandar Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten 

Lampung Tengah, Pak Saryo menjual tanahnya berada di desa Bina Karya 

jaya (BK.3) Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, jual beli 

tanah tersebut diwakilkan kepada Pak Andi selaku saudara yang bertempat 

                                                           
8
Hasil Pera Survei dengan Pak Eko tanggal 9 Mei 2017 pukul 15:30 WIB selaku warga di 

desa Rumbia IV. 
9
Ibid, Hasil Pera Survei dengan Pak Eko. 
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tinggal di desa Restu Baru IV degan akad lisan saya serahkan tanah tersebut 

untukdi jual deganharga Rp 52.000,000,00.
10

 

Setelah wakil menemukan pembeli yaitu Pak Sutaji sebagai kerabat 

dilakukan perundingan dan penawaran berapa harga tanah tersebut dan seluas 

berapa hektar, setelah di sepakati dan terlaksanalah transaksi akad jual beli 

tanah seharga Rp 52.000.000.00, setelah itu Pak Andi menyerahkan sertifikat 

tanah kepda pembeli dan beralih hak atas tanah berpindah, jual beli tersebut 

tidak mengunakan AJB (akta jual beli),  akad jual beli tanah ini terjadi pada 

tanggal 20 april 2015 melalui akad lisan dengan kepercayaan antara penjual 

dan pembeli serta dibuktikan dengan saksi-saksi dan harga yang telah di 

sepakati, dengan biaya pembayaran 1 tahun 2 kali atau duakali pembayaran 

sebesar Rp 26,000,000,00.
11

 

Setelah transaksi akad jual beli tanah tersebut selesai, tanah tersebut 

digarab dan ditanami singkong dalam waktu 7 bulan tidak menimbulkan 

suatu masalah, setelah pengolahan tanah kebun singkong tersebut berjalan 

delapan bulan permasalahan muncul, disebabkan faktor dari wakil (wakalah) 

yaitu Pak Andi ketidakjujuran terhadap parapihak yang berakibat kerugian 

pihak pemilik tanah Pak dan pembeli, hasil akad jual beli tanah di pergunakan 

secara pribadi, alhasil Pak andi geram dan terjadialah sengketa tanah antara 

pemilik tanah dengan pembeli, kurangnya pemehaman pembeli terhadap 

kepercayaan penjual wakil (wakalah) yang berakibat kerugian bagi pembeli 

                                                           
10

Hasil wawancara dengan Pak Sutaji tanggal 13  Mei 2017 pukul 14:30 WIB selaku pembeli 

di desa Rumbia IV. 
11

Ibid, Hasil wawancara dengan Pak Sutaji. 
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dan berdampak pada pemilik tanah yaitu dirugikan, alhasil tanah tersebut 

menjadi lahan sengketa antra kedu belah pihak. 

Melihat permasalahan di atas peneliti dapat memahami bahwa,  jual beli 

tanah dengan diwakilkan tersebut adalah sebagai jual beli tanah yang 

berakibat kerugian yang dilakukan oleh (wakil) yang berdampak pada 

kerugian serta sengketa tanah dari pihak penjual dan pihak pemilik tanah. 

Berdasarkan permasalahan yang ada mengenai “implementasi akad 

wakalah dalam jual beli tanah perspektif hukum ekonomi syariah ” di Desa 

Restu Baru IV Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di pahami pertanyaan 

penelitian sebagai berikut “Bagaimana Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah 

di desa Restu Baru IV Kecamatan Rumbia Kabupaten lampung Tengah”? 

C. Tunjuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk mengangkat penelitian ini 

adalah untuk mengetahui praktik wakalah dalam jual beli tanah yang ada di 

desa Restu Baru IV Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang 

Berakibat kerugian.  

2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis 
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1) Sebagai media belajar bagi penulis untuk memecahkan maslah dan 

khususnya yang berkaitan dengan implementasi akad wakalah dalam  

jual beli perspektif hukum ekonoisyariah. 

2) Bagi masyarakat luas umumnya dan khususnya masyarakat di desa 

Restu Baru IV Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang 

melakukan transaksi jual beli tanah dengan sistem perwakilan harus 

melakukanya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

b. Secara praktis 

1) Dihrapkan dapat menjadi  bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut 

terhadap masyarakat yang melakukan jual beli tanah. 

2) Diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagai masyakat dalam 

melakukan jual beli melalui peraturan hukum Islam. 

D. Penelitian Relevan 

Sejauah pengamatan dan penelusuran peneliti menemukan beberapa 

penulisan penelitian diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Wakalah dalam Kontrak 

Jual Beli Menurut Imam Syafii. TP. 2016/2017”.
12

 Peneliti ini membahas 

tentang, bagaimana padangan Imam Syafii terhadap wakalah dalam 

kontrak jual beli yaitu, wakalah merupakan suatu akad yang di 

berikankan kepada wakil atau pemberi kuasa kepada penerima kuasa 

fugsinya memberikan pekerjaan kepada wakil guna untuk membantu 

                                                           
12

Hanifah, Wakalah dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam SyafiiTP. 2016/2017, Skripsi, 

Fakultas, Syari’ah dan Hukum, Unifersitas Islam Negri  Raden Fatah Palembang, 

www.google.com di unduh pada tanggal 20 April 2018 jam 14:00 WIB. 

http://www.google.com/
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pekerjaanya, atau memberikan kuasa kepada orang yang dapat dipercaya 

dalam hal melaksanakan jual beli, pada dasarya manusia tidak bisa hidup 

secara individu melainkan berkelompok, dari  inilah wakil dapat di 

fungsikan sebagai mebantu dalam melaksanakan jual beli, maka dari itu 

Imam Syafii menjelaskan bagimana konsep wakalah dalam jual beli yang 

benar, yaitu wakil sebagai sosok indifidu yang membentu pekerjaan 

orang lain, yang dilimpahkan oleh pemberi kuasa untuk mencapai 

kebaikan, dan pada dasarnya wakil harus dewasa, cakap hukum dan 

bertanggung jawab.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Nuhyatia, Mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul“Penerapan dan 

Aplikasi Akad Wakalah Dalam Produk  Jasa Bank Syariah 

2003/2004”.
13

 Penelitian ini membahas tentangpenerapan 

produkwakalah dalam jasa bank syariah dapat dijelaskan bahwa,  produk 

jasa bank syariah memfokuskan pada akad wakalah (wakil) yang berupa, 

kerjasama yang diberikan kepada wakil untuk membantu nasabah untuk 

memberikan kepuasan dalam aplikasi produk bank syariah, seperti 

pembukuan, inkaso, transfer uang, penitipan, wali amanat, investasi 

reksadana sayriah, dalam pelaksanaan akad wakalah agar dikatakan sah 

harus di dasari pada hukum Islam, dapat dipercaya, independen dan 

cakap hukum artinyaseseorang yang diberikan wewenang atau 

                                                           
13

Indah Nuhyantia, Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bankn, TP. 

2002-2003, Jurnal, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. www.google.com. di 

unduh pada tanggal 23 April 2018, pada jam 15:15 WIB. 

http://www.google.com/
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kepercayaan oleh pihak bank sebagai wakil, guna untuk membantu 

nasabah menyelesaikan produk yang diperlukan. 

Dari penjelasan penelitian relevan diatas dapat di jelaskan perbedaan 

dan persamaan degan penelitian peneliti yaitu: 

1. Pandangan Imam Safii tentang wakalah dalam kontrak jual beli yaitu, 

Peran yang dilakukan oleh seorang wakil dalam melaksanakan akad 

wakalah  yang tujuanya untuk kemaslahatan, bertanggung jawab, sesui 

dengan kontrak yang di sepakati dan di dasari pada pandanagan hukum 

Islam,yaitu sesui dengan sarat-sarat wakalah dalam kontrak jual beli. 

2. Bahwa penerapan aplikasi akad wakalh dalam bank syariah lebih ke 

kontrak kerja yang independen dan disesuaikan degan aturan hukum 

Islam yang sesuai dengan sarat-sarat dan ketentuan-ketentuan dalam 

praktek wakalah. 

Dari perbedaan penjelasan di atas dapat di pahami persaman dengan 

penelitian peneliti yaitu, sama-sama menerapkan akad wakalah dalam jual 

beli, tujuanya jelas untuk membantu individu, yang di sesuikan degan 

kesepakataan wakil, baik secra tolong menolong maupun independen.



 

BAB II 

 LANDASAN TEORI 

  

C. Wakalah 

9. Pengertian Wakalah 

Secara lingustik wakalah bermakna menjaga atau juga bermakna 

mendelegasikan mandat menyerahkan sesuatu kepada orang lain sebagai 

pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan 

secara syari dan jelas jenis pekerjaanya atau mendelegasikan persoalan 

kepada orang lain yaitu wakil (wakalah).
1
 

Wakalah atau wikilah merupakan isim yang secara etimologis 

bermakna taukil yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaga, makna secara 

terminologis yaitu mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak 

tasharruf kepada orang yang juga memiliki tasharruf tentang sesuatu yang 

boleh diwakilkan.
2
 

10. Dasar Hukum Wakalah 

Wakalah disyariatkan berlandaskan firman Allah dalam Al-Qur’an 

suarat Al-Maidah ayat 2: 

بِ لۡ بِ   بِ رِّبِ اوَ ٱلتَّ لۡ وَ ىٰۖ  اوَ وَ  وَ وَ اوَ نُ واْ  وَ وَ   ٱلۡ
 اوَ وَ وَ اوَ نُ واْ  وَ وَ   ٱلۡ

يدنُ  ٱلۡ بِ وَ ببِ  وَ شوَدبِ وَ  إبِنتَّ  للّتَّ نبِِۚ اوَ  تَّ نُ واْ  للّتَّ اوَىٰۖ  نُدلۡ
  ٢اوَ ٱلۡ

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (menjalankan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam 

                                                           
1
 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yongyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 

239. 
2
 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012), h. 300. 
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berbuat dosasa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu  

kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya.
3
 

(QS: Al-Maidah ayat 2) 

 

Ibnu jarir meriwayatkan dari mikrimah, dia berkata, Al-hutham bin 

hindual bakri datang kemadinah dengan beberapa untanya yang membawa 

bahan makanan untuk di jual, kemudian dia mendatangi Rosullulah, beliau 

bersabda, kepada orang-orang yang dekat dengan beliau, dia datang 

kepadaku dengan wajah orang yang jahat lalu ia pergi degan punggung 

seorang penghianat, ketika al-hatham sampai ke yamamah, dia keluar dari 

islam (murtad). Ketika bulan dzul hijjah dia pergi kemekah dengan 

rombongan untanya yang membawa bahan makanan.
4
 

 

Dari pendapat tersebut dapat dipahami  tentang, tolong menolonglah 

terhadap setiap manusia dan merupakan prinsip dasar dalam perjanjian 

kerjasama dengan siapapun selama tujuanya adalah kebajikan dan ketakwaan. 

11. Rukun Wakalah 

Rukun wakalah terdiri atas ijab dari muwakkil (pihak yang 

mewakilkan) dan qobul dari wakil, ijab harus diucapkan secara jelas oleh 

muwakkil sedangkan qobul tidak harus di ungkapkan namun bisa diwujudkan 

dengan tindakan.
5
 

Menurut kalangan Hanafiah rukun wakalah adalah ijab dan qabul, ijab 

berarti ucapan atau tindakan dari orang ynag mewakilkan seperti ucapan “aku 

wakilkan kepadamu untuk melakukan hal ini” sementara qobul berarti ucapan 

dari orang yang menerima atau wakil seperti ucapan “aku trima”.
6
 

Rukun dari akad wakalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 

beberapa hal yaitu: 

                                                           
3
 Kementerian Agama R I, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Surabaya Halim, 2004), h. 267. 

4
 Tafsir Ibnu Katsir Jilit III, M. Abdul Ghoffar, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Ct, ke II, 

2003),  h. 1. 
5
 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, h. 241. 

6
 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Konteporer, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 

h.179. 
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a. Pelaku akad yaitu muakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberi 

kuasa kepada pihak lain dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang 

diberi kuasa, 

b. Objek akad yaitu taukil (objek yang dilaksanakan), 

c. Shighah yaitu Ijab dan Qobul. 

 Syarat-syarat dari akad wakalah yaitu, 

a. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan, 

b. Tidak bertentangan syariat Islam.
7
 

Dari penjelasan tersebut tentang rukun wakalah dapat di pahami bahwa 

melaksanakan akad dengan diwakilkan harus jelas objeknya baik dari oarang 

yang melakukan akad seperti balik, berakal, orang dewasa dan bukan anak-

anak. 

12. Syarat Wakalah 

a. Orang yang mewakilkan 

1. Seorang yang mewakilkan atau pembeli kuasa harus memiliki hak 

atau mempunyai wewenag untuk bertasharuf pada bidang-bidang 

sesuatu yang diwakilkanya, karna itu seseorang tidaksah mewakilkan 

sesuatu yang bukan haknya, 

2. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasainya, 

3. Pemberi kuasa sudah cakap bertidak hukum atau mukallaf.
8
 

 

 

                                                           
7
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h.104-105. 

8
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Ed. 1, Cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 69. 
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b. Orang yang diwakilkan (al-wakil) 

1. Penerimaan kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang 

mengatur proses akad wakalah sehingga cakap hukum menjadi salah 

satu syarat yang diwakilkan 

2. Penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang 

diberikan oleh pemberi kuasa, ini berarti bahwa al-wakil tidak 

diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali karna 

kesengajaanya.
9
 

13. Macam-macam Wakalah 

Wakalah terbagi kepada : 

a. Wakalah Muqayyadah 

Yaitu pendelegasian terhadap perkerjaan tertentu, dalam hal ini seorang 

wakil tidak boleh keluar dari wakalah yang ditentukan dan akad wakalh ini 

bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang terperinci. 

b. Wakalah Mutlaqah 

Pendelegasian secara mutlak, sebagai wakil dalam berbagai pekerjaan 

maka seorang wakil dapat melaksanakan wakalah secara luas dan wakil 

tidak di batasi dengan syarat dan kaidah tertentu .
10

 

Dalam pejelasan diatas tentang macam-macam wakalah dapat di 

pahami bawa wakalah itu mempunyai dua bagaian penting dalam 

melaksanakan wakalah sesuai tuntunan yang ada seperti pendelegasian 

maupun secara mutlak, artinya dalam pelaksaan akat wakalah tidak 

                                                           
9
  Ibid, h 70. 

10
Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 9. 
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diperkenankan keluar dari aturan isalam tentang berwakalah dan wakalah 

sendiri dapat dilaksanakan secara keseluruhan. 

14. Simsarah 

Al-simsar (jamak dari Al-simsarah) adalah perantara antara penjual dan 

pembeli dalam pelaksanaan jual beli atau pedagang, perantara yang bertindak 

sebagai pengeah antara penjual dan pembeli yang juga dikenal sebagai al-

dallah. Al-simsar dari bahasa arab yang berarti tiga dalil yang baik orang 

yang mahir, perbedaan al-samsarah biasaya terjadi pada orang kota danorang 

yang tiggal di gurun hal ini dipraktekan dalam semua aspek transaksi bisnis.
11

  

Simsar adalah sebutan bagi orang yang berkerja untuk orang lain 

dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan, sebutan ini 

juga layak dipakai untuk orang yang mencari (menunjukan) orang lain 

sebagai prantaranya sehingga pihak simsar tersebut mendapat komisi dari 

oarang yang menjadi paknernya.
12

 

Menurut Sayid Sabiq perantara adalah orang yang menjadi 

perantaraantara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual 

beli, degan adanya prantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih 

mudah bertaransaksi baik transaksi berbrntuk jasa atau berbentuk barang.
13

 

Penelasan tersebut dapat di pahami bahwa samsarah adalah 

penegahantra penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk 

melancarkan transaksi dengan imbalan upah, bonus atau komisi. 

 

 

                                                           
11

Abdullah Alwi Haji Husasn, Sales and Contracs In Early Islamic Law, Islam Abad : 

(Islamic Reserarach Institute), 1994, h. 96-97   
12

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jld 13, Bandung Al Maarif, 

1997), h. 159 
13

 Ibid, h. 15 
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15. Berakhirnya Wakalah  

Transaksi wakalah dinyatakan berakhir atau tidak dapat di lanjutkan di 

karnakan oleh salah satu sebab diantaranya: 

a. Matinya salah satu orang yang berakad. 

b. Bila salah satunya gila. 

c. Pekerjaan yang dimaksud diberhentikan 

d. Pemutusan oleh muwakkil terhadap wakil meskipun wakil tidak 

mengetahui tetapi wakil wajib tahu sebelum ia tahu maka tindakanya 

seperti sebelum ada putusan. 

e. Keluarnya orang yang mewakilkan (muwakkil darisetatus 

kepemilikan).
14

 

16. Fatwa Dewan Syriah Nasional, No: 10/DSN-MUI/IV/2000 

 

Menjelaskan kaidah-kaidah tentang wakalah sebagi berikut: 

Dewan Syriah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah 

menimbang  

a. bahwa dalam ranagka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak 

lain untuk mewakilkanya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan 

kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang 

boleh dilakukan. 

b. bahwa praktik wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu 

bentuk pelanyanan jasa perbankan kepada nasabah. 

c. bahwa agar praktik wakalah tersebut dilakukan sesui dengan syariah, 

DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah 

untuk dilaksanakan pedoman oleh LKS. 

Mengingat :  Firman Allah, QS. Al-Kahfi (18): 19: 

 

                       

                           

                                                           
14

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Ed. 1, Cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 69. 
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                 

                 

 
Artinya : Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka  

saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah 

seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu 

berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) 

sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan 

kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di 

sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk 

pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan 

hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka 

hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan 

hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali 

menceritakan halmu kepada seorangpun.
15

  

 

Kami terangkan kepahlawanan Ashabul Kahfi ketika kami 

menerangkan ayat keempat belas dari surat Al-Kahfi. Selanjutnya, akan kami 

terangkan pula kepahlawanan mereka yang kedua, yaitu ketika mereka telah 

bangun dari tidurnya masing-masing dan mereka menyuruh salah seorang 

dari kawannya untuk membeli makanan dari pasar negeri itu. Tetapi, orang 

yang disuruh menarik perhatian masyarakat yang melihatnya, terutama cara 

mereka berpakaian dan uang yang mereka serahkan kepada si penjual 

makanan, sehingga penduduk negeri itu mengikuti perjalanan orang yang 

membeli makanan sampai di gua Ashabul Kahfi bersembunyi. Tentunya 

kejadian seperti itu menyebabkan banyak orang yang menyampaikan berita 

Ashabul Kahfi secara turun menurun atau setelah mereka membaca dari 

kitab-kitab, sehingga keimanan mereka makin bertambah kuat dari ilmul 

yaqin menjadi ‘ainul yaqin atau yang lebih kokoh dari itu.
16

 

 

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa, terjadinya 

kepahlawanan yaitu ketika mereka bagun dari tidurnya dan mereka untuk 

meyuruh salah satu kawanya untuk membeli makanan, artinya terjadinya 

kegiantan interaksi wakalah diwakilkan untuk menyuruh orang lain. 

Dari penjelasan di atas dapat dipaahami bahwa,  

Memutuskan, 

Menetapkan : Fatwa tentang wakalah. 
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Pertama : Ketentuan tentang waklah, 

1.  Peryataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para 

pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam 

mengadakan kontrak (akad). 

2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan 

tidakboleh dibatalkan secara sepihak. 

Kedua:  Rukun dan syarat wakalah 

1. Syrat-syarat muwakil (yang mewakilkan) 

a. pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu 

yang diwakilkan. 

b. orang mukalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas 

tertentu yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya 

seperti yang mewakilkan untuk menerima hibah, 

menerima sedekah dan sebagainya. 

c. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) 

a. Cakap hukum 

b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan 

kepadanya 

c. Wakil adalah orang diberi amanat. 

2. Hal-hal yang diwakilkan 

a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili 

b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam 

c. Dapat diwakilkan menurut syariat Islam. 

Ketiga:  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau 

jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka 

penyelesainya dilakukan melaui Badan Arbritase Syriah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melaui musyawarah.
17

 

Dalam penjelasan di atas tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional dapat 

di pahami bawa, pelaksanaan ijab dan kabul harus didasarkan kepada Al-

Quran sebagai pedoman dalam melaksanakan akad wakalah, bahkan bukan 

itu saja harus melalui perosedur yang baik secara syaraiat islam yaitu orang 

dewasa, bukan anak kecil, balik, berakal, dapat mekerjakan sesuatu yang 

diwakilkan dan cakap hukum. 
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D. Jual Beli 

6. Pengertian Jual Beli  

Secara istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah menukar 

barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak 

milik kepada yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
18

 

Dalam kegiatan transaksi jual beli kita sering mendengar istilah 
perdagangan dan dalam kegiatan tersebut harus melibatkan penjual, 
pembeli dan barang yang diperjual belikan apabila tidak ada salah satu 
diantara mereka maka transaksi tidak akan terjadi, dengan demikian 
ada baiknya kita mengetahui tentang perdagangan tersebut 
dikarenakan perdagangan sangat berkaitan erat dengan transaksi jual 
beli.

19
 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, jual beli 

merupakan kegiatan interaksi antara individu dengan individu dalam 

melaksanakan perbuatan menukar barang dengan uang dengan harapan 

mendaptkan uang dan barang, selain itu jual beli melalui peroses kerelaan 

antara penjual dan pembeli dari hasil tersebut memberikan kepuasan dari 

teransaksi yang dilakukan. 

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu 

yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang 

mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan 

ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu 

yang bukan manfaat ialah, bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat 

(berbentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan jadi jual beli secara 
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 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 67. 
19

 Samsul Irpa Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 67-70. 

n, Praktek Konsep-Konsep Matematika Dasar dalam Kegiatan Jual Beli di Pasar 

Gunungsari Lombok Barat,( Jurnal Penelitian, Vol. 8 No. 2 (November) 2015), h. 201 lihat juga 

Widyaningtyas Sistaningrum, Manajemen Penjualan Produk, (Yogyakarta, Kanisius(Anggota 

IKAPI), 2002), h. 9. 
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umum bukan pada kemanfaatanya bukan hasilnya melainkan bentuk barang 

yang di jual belikan.
20

 

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang 

bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya taraik 

penukaranaya, buakan emas bukan pula perak, bendanaya dapat direarisil dan 

ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada 

dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-

sifatnya atau sudah diketahui telebih dahulu.
21

 

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual, 

mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-badalam 

bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya yakni kata asy-

syra (beli), dengan demikian kata al-ba’i berarti jual sekaligus juga berarti 

beli.
22

 

Sedangkan menurut pendapat lain jual beli ialah, Jual beli terdiri dari 

dua suku kata yaitu Jual dan Beli, sebenarnya kata jual dan beli mempunyai 

arti yang satu sama lainya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa 

adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. 

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan 

dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli, maka 

dalam hal ini terjadila istilah jual beli.23 

Berdasarkan  definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah 

suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

secara sukarela diantara keduabelah pihak yang satu menerima benda-benda 

dan yang satu menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah diberikan 
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 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 68. 
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 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h.111. 
23

 Hali Makki, Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan Di Desa Kropoh 

Sumenep, (Jurnal Penelitian: Istidlal Volume 1, Nomor 1, April 2017), h. 2. Lihat juga A. Shaleh, 
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Syari dan disepakati, sesuai dengan ketetapan hukum maksunya ialah 

memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada 

kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak 

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara atau batal akat tersebut. 

7. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagi bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang 

jelas tujuanya sebagi media untuk melakukan tolong menolog sesama 

manusia, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275: 

                    

                             

                             

                            

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.
24

 

Ayat diatas dapat di pahami, tatkala Allah menyebutkan tentang kondisi 

orang-orang yang bersedekah dan apa yang mereka dapatkan disisi Allah dari 

segala kebaikan dan digugurkannya kesalahan dan dosa-dosa mereka, lalu 

Allah menyebutkan tentang orang-orang yang zhalim para pemakan riba dan 

memiliki muamalah yang licik, dan Allah mengabarkan bahwa mereka akan 
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diberi balasan menurut perbuatan mereka. Untuk itu, sebagai6mana mereka 

saat masih di dunia dalam mencari penghidupan yang keji seperti orang-orang 

gila, mereka disiksa di alam barzakh dan pada hari kiamat, bahwa mereka 

tidak akan bangkit dari kubur mereka hingga hari kebangkitan dan hari 

berkumpulnya makhluk, “melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila”
25

  

Dalam penjelasan di atas dapat di pahami bahwa, sebagai orang Islam 

dalam melaksanaan kegiatan muamalah baik bertransaksi jual beli maupun 

teransaksi lainya harus didasarkan oleh hukum syara, agar tau mana 

bermuamalah yang berakhir riba dan mana yang tidak, agar tidak masuk 

dalam kezaliman, untuk itu  harus bisa membedakan mana harta yang baik 

dan mana harta yang buruk. 

8. Rukun Jual Beli 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi sehingga 

jual beli ini dapat di laksanakan sah oleh syara yaitu : 

a. Akad, yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli ialah ikatan kata 

anatara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab 

dan qobul dilakukan sebab ijab qobul menunjukan kerelaan (keridhaan). 

Ijab qobul boleh dilakukan lisan dan tulisan, ijab qobul dalam bentuk 

perkataan dan dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan 

barang dan penerimaan uang). Menurut fatwa Syafi’iyah, jual beli barang-

barang yang kecilpun harus ada ijab qobul tetapi menurut Imam an-

Nawawi dan ulama muta’akhirin syafi’iyah berpendirian bahwa boleh jual 

beli barang-barang yang kecil tidak dengan ijab qabul. 

b. Orang-orang yang berakad (subjek) 
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c. Ma’kud alaih (objek akad) atau benda-benda yang diperjual belikan, 

ma’kud alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan 

syara’. 

d. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar bengganti barang ini yaitu 

dengan sesuatau yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai, 

bisa menilai atau mengharapkan sesuatu barang dan bisa dijadikan alat 

tukar.
26

 

Sedangkan pendapat lain mengenai rukun jal beli salah satunya harus 

ada akad atau ijab dan qabul adalah Ijab dalam jual beli menurut ahli 

menerangkan didalam kitabnya adalah ucapan yang dapat menunjukkan pada 

penyerahan pemilikan atau manfaat suatu barang dengan dalalah dzahirah 

(indikasi/petunjuk yang jelas), baik berupa ijab sharih (jelas) dengan 

perkataan yang khusus terhadap jual beli. atau ijab kinayah dengan perkataan 

yang bisa mengarah pada jual beli seperti saya serahkan barang ini kepada 

anda dengan harga sekian akan tetapi ijab kinayah ini harus disertai dengan 

niat.
27

 

Dalam pendapat di atas dapat di pahami bahwa, pelaksanaan ijab dan 

kabul harus menimbulkan manfaat bagi para pihak yang berakat seperti saya 

serahkan barang ini kepadaanda dengan harga sekian akan tetapi ijab kinayah 

ini harus disertai dengan niat. 

9. Syarat Jual Beli 

Dalam jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai 

dengan rukun jual beli. 

a. Persyaratan menyangkut objek transaksi, adalah: bahwa objek transaksi harus 

memenuhi kejelasan mengenai: jenisnya (an yakun fi jinsin ma’lumin), 

sifatnya, ukuran (kadar), jangka penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan; 
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b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh harga tukar (al-tsaman),Pertama, 

kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah, atau dolar atau barang-

barang yang dapat ditimbang, disukat. 

Kedua, kejelasan jenis alat tukar apakah rupiah, dolar Amerika, dolar 

Singapura, dst. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, 

pond, dan seterusnya; 

c. Kejelasan tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik 

sedang atau buruk. Syarat-syarat di atas ditetapkan dengan maksud 

menghilangkan jahalah fi al-‘aqd atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi 

barang pada saat transaksi. Sebab hal ini akan mengakibatkan terjadinya 

perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak nilai transaksi; 

d. Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya telah 

dapat memberikan kejelasan kebolehan Perdagangan Berjangka Komodi 

(PBK). Kalaupun dalam pelaksanaanya masih ada pihak-pihak yang merasa 

dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah 

digunakan kaidah hukum atau legal maxim yang berbunyi: ma la yudrak 

kulluh la yutrak kulluh. Apa yang tidak dapat dilaksanakan semuanya, maka 

tidak perlu ditinggalkan keseluruhannya.28 

Dalam pendapat di atas dapat di pahami, bahwa dalam rukun jual beli 

memeliki sarat dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang 

melaksanakan akad tersebut, di lihat dari obek yaitu barang yang diperjual 
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belikan, ada nilai tukar antara uang dan baranag selain itu dapat menghasilkan 

manfaat bagi pihak yang memilikinya. 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agara kad dapat dinyatakan 

sah yaitu: 

1. Harus dalam satu tempat atau majelis; 

2. adanya kesepakatan ijab dengan kabul terhadap objek transaksi yang 

disepakati berupa barang dan harga barang tersebut. Apabila tidak ada 

kesepakatan, maka akadnya diyatakan batal; 

3. Apabila shigat akad diucapkan, maka bentuk katanya harus dalam bentuk 

fi’il madhi(masa lalu) atau bisa pula dalam bentuk fi ’il mudhari (masa 

sekarang) jika yang dimaksudkan pada saat itu juga. Tidak sah akad yang 

dilakukan apabila bentuk ucapannya menunjukkan untuk waktu yang akan 

datang (mustaqbal) atau semisalnya, karena itu masih dalam bentuk janji 

untuk berakad, dan janji berakad dianggap bukanlah akad.
29

 

Sedangkan pendapat para ahli fiqih mendefinisikan bahwa, yang di 

sebut dengan syaratdalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara 

salahsatu dari beberapapihak yang mengadakan transaksi dengan lainya untuk 

mengambil manfaatdari barang tersebut, menurut ahli fiqih sebuah syarat 

dalam jual beli tidak dianggap berlaku, kecuali jika tidak disebutkan dalam 
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inti akadnya, dengandemikian tidak akan dianggap sah sebuah syarat yang 

dibuat sebelum akadatau setelah akad dibuat.
30

 

10. Bentuk-Bentuk Jual Beli 

Ulama hanafiah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi 

tiga bentuk: 

a. Jual beli yang sahih, sebagai jual beli dikatakan sebagai jual beli yang 

sahih apabila jualbeli itu disyariatkan, memenuhi rukun dansyarat yang 

ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak 

Ikhiyar(pilihan), jual beli seperti ini sebagai jual beli sahih. 

b. Jual beli yang batal, jual beli dikatakan jual beli yang batal apabila salah 

satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasr dan 

sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, 

orang gila atau barag yang diperjual itu barang-barang diharamkan syara. 

c. Jual beli yang fasid, Ulama Hanfiyah yang membedakan jual beli fasid 

dengan jual beli yang batal, apabila kerusakan dalam jual beli itu terkaid 

dengan barang yang diperjual belikan maka hukumya batal, seperti 

memperjualbelikan benda-beda haram (khamar, babi dan darah).
31

 

E. Tanah  

7. Pengertian Tanah (Agraria) 

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan kebutuhan 

yang hakiki bagi manusia dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan 

penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu bangsa. Tanah 
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dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting oleh karna 

sebaagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah,  

Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen 

dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang, tanah adalah 

tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia disamping sebagai 

sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha 

pertanian dan perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi 

tempat peristirahatan terakhir bagi manusia.
32

 

Mengenai istilah “tanah” itu sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berikut: 

a. Bumi, dalam arti permukaan bumi  atau lapisan bumi yang di atas 
sekali, keadaan bumi, permukaan bumi yang diberi batas, daratan; 

b. Permukaan bumi yang berbatasan yang ditempati suatu bangsa atau 
yang diprintah oleh suatu negara; 

c. Bahan-bahan bumi atau bumi sebagi bahan sesuatu; 
d. Dasar.

33
 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa,sebagai 

pengertian geologis-agrononis, tanah ialah lapisan lepas permukaan bumi 

yang paling atas, tanah yang dimanfaatkan untuk menanami tumbuh-

tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian dan tanah 

perkebunan, didalam tanah garapan itu dari atas kebawah berturut-turut 

terdapat sisiran garapan sedalam irisan bajak, lapisan permukaan humus dan 

lapisan permukaan dalam. Selaku fenomena yuridis hukum positif, tanah 

dikualifikasikan sebagi permukaan  bumi, sedangkan di dalam 
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pengertian“bumi” itu termasuk pula tanah dan tubuh bumi di bawahnya serta 

yang ada dibawah air.
34

 

Istilah Agraria berasal dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros 

(Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, Agger (Bahasa Latin) berarti 

perladangan, persawahan, pertanian, Agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah 

untuk pertanian,
35

 dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disahkan tanggal 24 September 1960 

yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

tidak memberikan pengertian agraria hanya memberikan ruanglingkup 

agraria, sebagaimana yang tercantum dalam konsidran pasal-pasal maupun 

penjelasnya, ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang 

angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Ruang lingkup agraria/sumberdaya alam dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Bumi, pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan 

bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah 

air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah; 

b. Air, pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada 

di perapian perdalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. 

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan, disebutkan bahwa pengertian iar meliputi air bauk yang 

terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang 
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terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah tetapi tidak meliputi air 

yang terdapat di laut; 

c. Ruang Angkasa, pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 ayat (6) UUPA 

adalah ruang diatas bumi wilayah indonesia. Pengertian ruang angkasa 

menurut Pasal 48 UUPA, ruang diatas bumi dan air yang mengandung 

tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha 

memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan 

dengan itu; 

d. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kekayaan alam yang 

terkandung di dalam bumi disebut bahan yaitu unsur-unsur kimia, mineral-

mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk dalam batuan-

batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
36

 

Tanah (agraria) mempunyai nilai yang sangat penting karna mempunyai 

tiga komponen yang melekat yaitu: 

a. Tanah mempunyai manfaat bagi pemilik atau pemakainya, sumber daya 

tanah mempunyai harapan dimasa depan untuk menghasilkan pendapatan 

dan kepuasan serta mempunyai peroduksi dan jasa; 

b. Komponen penting kedua adalah kurangnya supley, maksudnya di satu 

pihak tanah berharga sangat tinggi karna permintaanya, tetapi dilihat 

jumlah tanah tidak sesuai dengan penawaranya; 
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c. Komponen ketiga adalah tanah mempunyai nilai ekonomis, suatu barang 

(dalam hal ini adalah tanah) hrus layak untuk dimiliki dan transfer.
37

 

8. Hak Atas Tanah 

Pengertian  hak atas tanah menurut para ahli adalah suatu hak yang 

memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk mempergunakan 

atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.
38

 

Dasar Hukum ketentuan hak-hak atas tanh diatur dalam Pasal 4 ayat (1) 

UUPA yaitu atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 2 di tentukan macam-macam hak atas permukaan 

bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain 

serta badan-badan hukum.  

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo Pasal 53 

UUPA, yang dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Hak Atas Tanah yang Bersifat Tetap, Yaitu hak-hak atas tanah ini akan 

tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum di cabut dengan 

undang-uandang yang berlaku, macam-macam hak atas tanah ini adalah 

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bagunan, Hak Pakai, Hak Sewa 

untuk Bagunan, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan; 

b. Hak atas tanah yang bersifat sementara, Yaitu hak atas tanah yang akan 

lahir kemudian, yang akan ditetapkan undang-undang; 
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c. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, Yaitu hak 

atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan 

dihapuskan dikarnakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung 

sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA.Macam-macam hak atas 

tanah ini adalah hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian 

bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.
39

 

Berdasarkan sifat kepentingannya, hak atas tanah dapat dipergunakan 

untuk: 

a. Pertama, Kepentingan yang bersifat politis, yang termasuk 
kepentingan politis antara lain: kantor pemerintah, pemerintah 
daerah, lembaga negara, perwakilan negara asing, perwakilan badan 
internasional, fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian, 
Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan; 

b. Kedua, Kepentingan yang bersifat ekonomis, yang termasuk 
kepentingan ekonomis, antara lain pengembangan pertanian, 
perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, hotel, 
pasar plaza/mall, pabrik, gudang, rumah toko (ruko), rumah kantor 
(rukan), pertokoan/perdagangan, restauran; 

c. Ketiga, Kepentingan yang bersifat sosial keagamaan, yang termasuk 
dalam kepentingan sosial keagamaan, antara lain rumah tempat 
tinggal, rumah susun/apartemen/condominium, gedung pendidikan, 
gedung peribadatan, panti asuhan, pemakaman/kuburan.

40
 

 
Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa, hak atas tanah 

memiliki kepentingan yang mengatur kegiatan hak-hak kepemilikan, yang di 

manfaatkan sebagai kegitan politis, ekonomi dan kepentingan yang bersifat 

sosial. 

9. Hak Milik 

Ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) 

huruf  (a) UUPA. Secara khusus di atur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 

27 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (1) UUPA ketentuan lebih lanjut mengenai 
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hak milik di atur denagn undang-undang. Undang-undang yang diperintahkan 

disini sampai sekarang belum terbentuk, untuk itu diberlakukan Pasal 56 

UUPA, yaitu selama undang-undang tentang hak milik belum terbentuk, 

maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan 

peraturan-peraturan lainya sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA, 

Pengertian hak milik ini menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak 

turun temurun, terkuat dan terprnuh yang dipunyai orang atas tanah, turun-

temurun artinya hak milik atas tanaah dapat berlangsug terus selama 

pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak 

miliknya dapat dilanjutkan oleh ahliwarisnya sepanjang memenuhi syarat 

sebagai subjek hak milik, terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat 

dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu 

tertentu, mudah di pertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah 

hapus, terhapus artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada 

pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, 

dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang laian, tidak berinduk  pada hak 

atas tanah yang lain dan penggunaan tanah lebih luas dibandingkan dengan 

hak atas tanah yang lain.
41

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa, hak milik 

melalui peroses turun temurun jadi dari tanah tersebut salah satu keluarga 

telah meniggal dunia maka tanah tersebut secara lagsung menjadi hak milik 

dari keturanya. 

Pengertian hak milik dalam pandangan Islam yaitu berasal dari bahasa 

Arab (milk) dalam kamus Almunnjid dikemukakan bahwa kata-kata yang 

bersama artinya dengan milk (yang berakar dari kata kerja malaka) adalah 

malkan, milkan, malakatan, mamlakatan, mamlikatan, dan mamlukatan. 

Milik dalam lugbab (arti bahasa) dapat diartikan memiliki sesuatu dan 

sanggup bertindak secara bebas terhadapnya, kata menghalangi  dalam 

definisi di atas  maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan 

pemilik sesuatu barang atau mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak  

tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya, sebaliknya pengertian 

penghalangadalah sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak 

terhadap harta miliknya.
42
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Dari pendapat di atas dapat di pahami bahwa, hak milik merupakan hak 

turun temurun, terkuat dan terprnuh yang dipunyai orang atas tanah, turun-

temurun artinya hak milik atas tanaah dapat berlangsug terus selama 

pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak 

miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat 

sebagai subjek hak milik seperti anak dan cucu. 

10. Sifat Hak Milik  

Pemikiran pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak atau 

absolut (bebas tanpa kendali dan batas), sebab didalam berbagai ketentuan 

hukum di jumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh di 

kesampingkan  oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

harta benda miliknya, untuk itu dapat disebutkan perinsip dasarnya sebagai 

berikut: 

Prinsip tersebut bisa di paparkan yaitu: Individu Hanya wakil 

Masyarakat, prinsip ini menekankan sesungguhnya individu/priadi hanya 

merupakan wakil masyarakat yang diserahi amanah, amanah untuk mengurus 

dan memegang harta benda, pemilik atas harta benda tersebut hanya bersifat 

sebagai uang belanja, dalam hal ini mempunyai sifat hak kepemilikan yang 

lebih besar dibanding anggota masyarakat lainya.
43

 

11. Hukum Perikatan Tentang Jual Beli Menurut konsep BW 

Menurut pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 
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kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan, 

artinya perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual 

memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada 

pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga, 

Dalam pengertian hukum adat jual beli tanah adalah suatu perbuatan 

hukum yang mana pihak penjual meyerahkan tanah yang dijualnya kepada 

pembeli untuk selama-lamanya pada waktu pembeli pada waktu pembeli 

membayar harga (walaupun baru sebagian) tanah tersebut kepada penjual 

sejak itu hak atas tanah beralih dari penjual kepada pembeli, degan kata lain 

sejak saat itu pembeli telah mendapat hak milik atas tanah tersebut, jual beli 

menurut hukum adat adalah suatu perbuatan perpindahan hak antara penjual 

dan pembeli menurut hukum adat bersifat tunai dan nyata, untuk pemindahan 

hak masih di perlukan perbuatan hukum yang berupa penyerahan yang caraya 

di tetapkan dengan suatu praturan lain, 

a. Subjek dan objek jual beli 

 Ada dua hal penting yang perlu di perhatikan dalam jual beli tanah 

mengenai subjek dan objek yaitu para pihak yang bertindak sebagi penjual 

dan pembeli adalah calon penjual harus memiliki pemegang sah dari hak atas 

tanah baik itu milik peroranagan atau keluarga, sedangkan objek jual beli 

tanah adalah hak atas tanah yang akan dijual.
44
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12. Mentri Agraria dan Tataruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional 

Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 7 Tahun 2017. 

Menimbang : 

a. Bahwa kegiatan usaha di bidang pertanian, perikanan atau 

perternakan mempunyai peranan penting untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan dan pembagunan 

daerah dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. 

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak guna usaha 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bagunan dan Hak 

Pakai Atas Tanah perlu diatur secara rinci mengenai pengaturan dan 

tatacara penetapan hak guna usaha guna memberikan kepastian 

hukum bagi kegiatan usaha di bidang pertanian, perikanan atau 

perternakan sebagimanaa dimaksud dalam huruf a; 

c. Bahwa peraturan yang mengatur tentang hak guna usaha masih 

tersebar di beberapa ketentuan, belum lengkap dan terdapat 

pengaturan yang sudah tidak sesuai tuntunan dan dinamika 

perkembagan masyarakat serta pembagunan usaha dalam bidang 

pertanian, perikanan atau pertanahan sehingga perlu untuk disusun 

perauran tersendiri, 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam 

huruf a, huruf  b, dan huruf c, perlu menetapkan Praturan Mentri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanghan Nasional tentang 

pegaturan dan tata cara hak guna usaha. 

 

Menimbang :  

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar 

pokok-pokok agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043); 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang konserfasi 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (lembaran Negara 

Ripublik Indonesia Tahun 1960 Nomor 49, tambahan lembaran 

Negara Ripublik Indonesia Nomor 3419); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, 

hak guna bagunan dan hak pakai atas  tanah (lembaran Negara 

Ripublik Indonesia tahun 1996 Nomor 58, tambahan lembaran Negra 

Republik Indonesia Nomor 5511); 

 

Menetapkan :  
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Peraturan mentri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan 

Nasional tentang pengaturan dan tat cara penetapan hak guna usaha. 

Pasal ( 1) dalam peraturan Mentri ini yang dimaksud dengan : 

a. Tanah Negara adalah tanah yang tidak di lekati dengan suatu hak 

atas tanah, bukan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat, 

bukan merupakan tanah wakaf, dan/bukan merupakan barang milik 

Negra/Daerah/Desa atau BUMN/BUMD. 

b. Tanah hak adalah tanah yang telah di punyai dengan suatu hak atas 

tanah. 

c. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian perikanan atau 

pertanian. 

d. Data fisik adalah keteranagan mengenai letak, batas dan luas bidang 

tanah yang di daftar termasuk keteranagan mengenai adanya 

bagunan atau bagian bagunan di atasnya. 

e. Data yuridis adalah keterangan mengenai setatus hukum bidang 

tanah yang di daftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta 

beban-beban lain yang membebaninya. 

f. Peta bidang tanah adalah hasil penetapan 1 (satu) bidang tanah atau 

lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang 

batasnya telah di tetapkan oleh penjabat yang berwenag dan 

digunakan untuk pengumuman dan fisik. 

g. Penetapan hak guna usaha adalah pemberian perpanjangan jangka 

waktu dan pembaruan hak guna usaha. 

h. Pemberian hak guna usaha adalah penetapan pemerintah yang 

memberikan hak guna usaha atas tanah Negara.
45

  

 

Dalam pendapat di atas dapat di pahami bahwa, agraria merupakan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bagunan dan Hak Pakai Atas Tanah perlu diatur 

secara rinci mengenai pengaturan dan tatacara penetapan hak guna usaha, 

guna memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha di bidang 

pertanian, perikanan atau perternakan mempunyai peranan penting untuk 

menunjang pertumbuhan ekonomi. 

                                                           
45

 Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 

www.google.com. di unduh pada tanggal 9 Juli 2018, pada jam 14:00 WIB. 

 

http://www.google.com/


36 

 

 

 

 

F. Hukum Ekonomi Syariah 

a. Pegertian Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum ekononi syariah yang merupakan sebuah ilmu hukum ekonomi 

islam yang di gali dari sistem ekonomi Islam yang ada didalam masyarakat, 

sebagaimana pelaksanaan fiqih di bidang ekonomi, oleh karna itu dibutuhkan 

hukum untuk mengatur guna ketertiban hukum dan penyelesaian 

permasalahan sengketa dari geiatan ekonomi.
46

 

Sistem ekonomi syariah pada suatusisi dan hukum ekonomi syariah 

pada sisilain menjadi permasalahan yang harus di bagun berdasarkan amanah 

Undang-Undang di Indonesia. Untuk membangun sistem ekonomi syaraiah 

diperlukan kemauan politik pengabdobsi hukum fiqih dengan penyesuaian 

terhadap situasi dan kondisdi masyarakat Indonesia. Adonbsi yang dimiliki 

harus merupakan ijtihad para fuqoha, ulama dan pemerintahan, sehingga 

hukumbisa bersifatmemaksa sebagai hukum.
47

 

 

Penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa hukum ekonomi syariah 

merupakan upaya kaum muslim Indonesia untuk memberikan panduan bagi 

masyarakat dalam kegiatan ekonomi syariah baik sesara fiqih, ijtihad, fuqoha. 

b. Prinsip-perinsip Hukum Ekonomi Syariah 

Sistem hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelakjsanaan 

setiapkegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah dengan melihat 

permasalahan akad wakalah dalam jual beli tanah yang semakin berkembang 
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dan marak di indonesia yang membutukan kepastian hukum terutama hukum 

syariah.
48

 

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam maslah pertukaran dan kontrak 

muamalah yang dapat digunakanuntuk melakukantinjauan hukum atas setiap 

transaksi sepanjang jaman, trmasuk era moderen kemaslahatan semua pihak 

diantranya adalah: 

a. Kejujuran (amanah) 

Kata al-amanah yang secara etiomologis berarti jujur dan lurus secara 

teminologis syari adalah sesuatu yangharus di jaga dan di sampaikan 

kepada yang berhak menerimanya, degan demikian kejujuran  al-amanah 

ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam 

melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta 

benda, rahasia maupun tugas kewajiban. 

b. Keadilan (‘adalah) 

Merupakan adil memiliki makna,meletakan sesuatu pada tempatnya, 

menempatkan secara proposional, prilakuan setara atau seimbang, dalam 

Al-Quran kata-kata adil sering dikontradiksikan dengan makna dzulm 

(dzalim) dan itsm (dosa). Adapun makna keadilan disisi lain dinyatakan 

sebagai memperlakukan oranglain setara dengan pelaku terhadap diri 

sendiri, dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya dan 

memberi semua yang menjadi hak orang lain. 

c. Kebenaran (al-shidqah) 
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Ialah berlaku benar baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, 

salahsatu yang menentukan status dan kemajuan perorangan dan 

masyarakat.   

d. Kerelaan 

Ialah dari semua pihak yang terkait dalam setiap transaksi yang 

dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan para 

pihak tersebut, tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan 

kehendak bebas sehingga tidak boleh adapaksaan dari pihak yang satu 

terhadap pihak yang lain, degan unsur paksaan dan tekanan maka tidak 

sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik maupun 

Negara yang membutuhkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa. 

e. Larangan prktik penipuan, kecurangan, dan pemalsuan, hal ini termasuk 

memakan harta orang lain secara bathil maka transasksinya batal dalam 

Al-Qur’an surat Al-Muthafifin ayat 1-5 yang berbunyi: 

                             

                               

 

Artinya: (1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (2) (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 

dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, 

mereka mengurangi, (4) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa 

Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) pada suatu hari yang besar.
49

 

Asbabul nuzul :  

Dalam  suaturiwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah saw sampai 

kemadinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah termasuk orang yang 

                                                           
49

 Kementerian Agama Repoblik Indonesia, Al-Qur’an Al-Qarim dan Terjemahanya, 

Surabaya, Halim, 2004, h. 470 



39 

 

 

paling curang dalam takaran dan timbangan, maka Allah menurunkan ayat ini 

sebagai acaman terhadap orang yang curang yang menimbang, setelah ayat 

ini turun orang-orang madinah termasuk orang yang jujur dalam menimbang 

dan menaksir.
50

 

Penjelasan tersebut dapat di pahami, bahwa dalam melaksanakan 

kegiatan muamalah baik dari bertransaksi, jual beli, maupun berdagang, harus 

memahami ketentuan hukum Islam agar tidak terjerumus dalam riba maupun 

dosa, oleh karna itu Islam megajarkan untuk jujur dalam melaksanakan 

kegiatan muamalah. 

f. Tradisi merupakan kegiatan intraksi masrakat yang menjadi kebiasan yang 

akhirnya menjadi prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan 

kebiasaan bisnis yang baru (‘urf) tidak bertentanagn dengan prinsip syriah. 

Transaksi yang dilakukan para pihak itu bukanlah kegiatan yang dilarang atau 

bertentanagan dengan hukum syra adalah tidak sah, jadi setiap barabg atau 

jasa yang ditransaksikan harus halal. 

g. Berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindarkan kelicikan dan 

akal-akal dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.
51

 

Penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa hukum ekonomi syriah 

merupakan segenap aturan hukum tentang pelaksanaan muamalah baik dari 

segala aspeknya, sehinga menjadi suatu dasar apa bila terjadi mudaratan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reserch). 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, 

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.
1
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Praktik Wakalah 

dalam Jual Beli Tanah di Indonesia (studi kasus di desa Restu Baru IV 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah). 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang 

bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan 

gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.
2
 

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa, penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian 

yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan yang di ambil dari 

sumer data dari implementasi akad wakalah dalam jual beli tanah perspektif 
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hukum ekonomi syariah (studi kasus di desa Restu Baru IV Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Lampung Tengah).  

B. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek 

dari mana  data dapat di peroleh.
3
 Penelitian ini menggunakan dua sumber 

data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Adapun sumber data yang dimaksud adalah: 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah Sumber data yang langsung di kumpulkan 

oleh peneliti dari sumber pertamanya.
4
 Data yang diperoleh langsung  dari 

tempat penelitian di desa Restu Baru  IV Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Lampung Tengah. Adapun yang menjadi suatu data primer dalam penelitian 

ini adalah pembeli, (wakil) dan pemilik tanah. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder menurut para ahli adalah Mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 

sebagainya.
5
 Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti 

dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga 

sumber data primer menjadi lengkap. Berdasarkan pengertian sumber data 

sekunder tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber 
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data penunjang atau pendukung. Sumber data sekunder yang diperoleh dari 

laporan-laporan serta diperoleh dari literatur-litelatur kepustakaan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data memenuhui standar yang ditetapkan.
6
 Data merupakan 

salah satu kompenen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai 

dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan 

adalah sebagai berikut:  

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh duapihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu”.
7
 

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara 

bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang di anggap perlu dalam 

wawancara, respondan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin 

dikemukakannya.
8
 Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang 

lebih luas tentang bagaimana Implementasi Akad Wakalah dalam Jual Beli 

Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syriah (setudi kasus di desa Restu Baru 
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IV Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah). Sasaran dalam metode 

wawancara ini adalah, Pak Sutaji, Pak Andi, Pak Saryo, untuk mengetahui 

dan menggali informasi terkait dengan penelitian. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis 

maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencuri data-data mengenai hal-hal 

atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, suratkabar, majalah, dan 

sebagainya.
9
 Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika 

diperlukan untuk keperluan analisa atau pembanding lainnya. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data 

mengenai implementasi akad wakalah dalam jual beli tanah perspektif hukum 

ekonomi syriah (setudi kasus di desa Restu Baru IV Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Lampung Tengah). 

D. Teknik Analisa Data 

Analis data adalah Proses penyederhanaan data dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.
10

 Teknik analisis data yang 

dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data adalah mengelola data-data yang 

ada. Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi suatu yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 
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yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
11

 

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif lapangan, karena data 

yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. 

Kualitatif adalah prosedu rpenelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu 

sumber dari tertulis suatu ungkapan tingkahlaku yang di obesrvasi dari 

manusia tersebut.
12

 Tentang Implementasi akad Wakalah dalam Jual Beli 

Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syriah (setudi kasus di desa Restu Baru 

IV Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah). 

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif 

data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan 

pengertian baru yang bersifat lebih umum.
13

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian menggunakan data 

yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk di analisis dengan cara 

berfikir induktif yang beramgkat dari informasi pada Implementasi akad 

Wakalah Dalam Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syriah di desa 

Restu Baru IV Kecamatan Rumbia yang dianalisis secara khusus setelah itu 

diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan 

informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti 

mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam 

penyelesaian terhadap Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah (setudi kasus di 

Desa Restu Baru IV Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah). 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM JUAL BELI TANAH DI 

DESA RESTU BARU IV KECAMATAN RUMBIA  

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

A. Deskripsi Singkat Desa Restu Baru IV Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Lampung Tengah 

1. Deskripsi Singkat Desa Restu Baru IV 

Desa Restu Baru IV merupakan sebuah desa yang berada di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, yang masyrakatnya 

adalah transmigrasi, kemudian desa restu baru berbatasan sebelah barat 

dengan Desa Rukti Basuki, sebelah timur berbatasan dengan Desa Restu 

Buana, sebelah utara berbatasan dengan Desa Retno Basuki dan sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Bina Karya Jaya, Desa Restu Baru 

berpenduduk untuk laki – laki 1527 jiwa, untuk perempuan 1483 jiwa, jadi 

jumlah keseluruhan adalah 3010 jiwa, kegiatan sehari – hari yang 

dilakukan masyarakat ada bercocok tanam dan berdagang, 80% bercocok 

tanam, 15% berdagang dan 5% sebagai pegawai negri sipil, artinya desa 

Restu Baru lebih cendrung ke bercocok tanam yaitu petani.
1
 

Hasil wawancara dengan salah satu penjabat desa menjelaskan, 

bahwa 80% kegiatan masyrakat sehari- hari adalah pertani yaitu menanami 

ladang dengan tanaman singkong, padi dan jagung, dari hal tersebut petani  

menghasilkan ekonomi yang lebih baik, walaupun harus menuggu waktu 
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yang cukup lama yaitu 3 bulan untuk padi, jagung dan 8 bulan untuk 

tanaman singkong, sedangkan 15% berdagang, dan 5% pegawai negri 

sipil, berdagang disini adalah membuka toko sembako untuk kebutuhan 

sehari – hari.
2
  

Penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa Desa Restu Baru 

merupakan desa yang berpenghasilan petani, karena menigkatnya ekonomi 

masyarakat itu bergantung pada hasil bumi yang dikelola yaitu tanaman 

singkong, padi dan jagung. 

2. Sejarah Desa Restu Baru IV 

Desa/kampung Restu Baru berdiri atau di buka pada tahun 1963 oleh 

jawatan transmigrasi, desa Restu Baru berasal dari transmigrasi Gunug 

Agung Bali sebanyak 200 kepala keluarga, yang diurus oleh jawatan 

transmigrasi kemudian barulah di bentuk kepengurusan Desa/kampung, 

sejak tahun 1963 sampai dengan 1969 masuk wilayah perwakilan 

kecamatan, dan menjadi Desa/kampung wilayah Kecamatan Raman Utara 

sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang, perkembangan Desa/kampung 

sedemikian pesat dari berbagai macam suku yaitu jawa, sunda bali dan 

lampung, semua itu menjadi pemberdayaan desa, yang di awali oleh 

Kepala Desa Restu Baru, 
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NO PERIODE NAMA KEPALA KAMPUNG 

1. 1963-1965 SURO JOYO 

2. 1965-1967 NEGAH NGAYUN 

3. 1967-1986 SIRAJUDIN 

4. 1986-1970 WARSITO 

5. 1970-1973 G.SUWIGNYO 

6. 1973-1975 KAEDAR 

7. 1975-1979 M. TADAWI 

8. 1979-1999 SUYITNO 

9. 1999-2013 PAERAN 

10. 2013 s/d sekarang SUYETNO 

 

Desa Restu Baru sebelah barat berbatasan dengan Desa Rukti 

Basuki, sebelah timur berbatasan dengan desa Restu Buana, sebelah utara 

berbatasan dengan desa Retno Basuki dan sebelah selatan berbatasan 

dengan desa Bina Karya Jaya, desa Restu Baru berpenduduk untuk laki – 

laki 1527 jiwa, untuk perempuan 1483 jiwa, jadi jumlah keseluruhan 

adalah 3010 jiwa, kegiatan sehari – hari yang dilakukan masyarakat ada 

yang bercocok tanam dan berdagang yaitu, 80% bercocok tanam 15% 

berdagang dan 5% sebagai pegawai negri sipil, artinya desa Restu Baru 

lebih cendrung ke bercocok tanam yaitu petani.
3
 

Penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa desa Restu Baru 

awalmula berdiri tahun 1963 sebanyak 200 kepala kelurga dari 

transmigrasi Gunug agung bali dan kemudian dibentuk desa 1969 masuk 
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wilayah Kecamatan Raman Utara dan dipimpin oleh Kepala Desa 

Surojoyo kemudian menjadi pemberdayaan desa. 

 

3. Struktur Organisasi Desa Restu Baru IV Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Lampung Tengah 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan tentang struktur organisasi dapat dipahami, bahwa desa 

Restu Baru saat ini di pimpin oleh Kepala Desa Suyetno di bantu sekertaris 

desa berserta jajaranya, tujuanya untuk mengkordinasi, melaksanakan 

pembangunan dan memantau kegian ekonomi masyarakt, guna untuk 

memajukan desa Restu Baru untuk lebih baik. 

KEPALA DESA 

SUYETNO 
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III 
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B. Akad Wakalah Dalam Jual Beli Tanah di Desa Restu Baru IV 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah 

1. Akad Wakalah Dalam Jual Beli Tanah 

Akad yang diwakilkan penjual atau disebut juga wakalah, tujuanya 

untuk melakukan transaksi jual beli berdasarkan akad lisan atau ucapan, 

dimana akad tersebut bertindak sebagai sah tidaknya jual beli tanah, akad ini 

berupa perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai 

secara sukarela diantara keduabelah pihak, yang satu menerima benda-benda 

dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan secara syara dan di sepakati. 

Akad tersebut dinamakan  Simsara adalah sebutan bagi orang yang 

berkerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual 

maupun membelikan, sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang 

mencari (menunjukan) orang lain sebagai prantaranya sehingga pihak simsar 

tersebut mendapat komisi dari oarang yangmenjadi padnernya.
4
 

Penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa akad wakalah dalam jual 

beli tanah merupakan akad lisan  simsarah yaitu saya serahkan tanah tersebut 

untuk dijual kepada pembeli yang menjadi patner dalam teransaksi inilah 

yang dimaksud ikatan kata antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan 

perjanjian tukar menukar barang. 

Konsep BW Menurut pasal 1457 KUH Perdata, jual beli  tanah 

adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
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untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang telah di janjikan, artinya perjanjian jual beli adalah perjanjian 

dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas 

barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.
5
 

Penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa menurut pasal 1457 KUH 

Perdata menjenjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dan 

pemindahan hak atas tanah. 

Tanah yang diperjual belikan tersebut adalah lapisan lepas 

permukaan bumi yang paling atas, tanah yang dimanfaatkan untuk menanami 

tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian 

dan tanah perkebunan, didalam tanah garapan itu dari atas kebawah berturut-

turut terdapat sisiran garapan sedalam irisan bajak, lapisan permukaan humus 

dan lapisan permukaan dalam. 

Hasil wawancara dengan pembeli terkaid akad wakalah dalam jual 

beli tanah di Desa Restu Baru IV memaparkan bahwa, sebelum akat wakalah 

tersebut terjadiadanya kepercayaan antra penjual dan pembeli, kepercayan 

tersebut adalah penjual sebagai teman dekat atau kerbat, yang langsung 

menimbulkan kepercayaan antra penjual dan wakil yang dimasut degan akad 

samasarah, hal tersebutlah yang menjadi dasar trjadinya transaksi jual beli 

tanah seluas 5000 meter persegi  ½ hektar, transaksi tersebut dilaksanakan di 

                                                           
5
 Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika 2015). h. 158. 
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rumah pembeli Pak Sutaji berdasarkan pada  rukun dan syrat dalam 

melaksanakan akad wakalah dalam jual beli tanah yaitu,
6
 

1. Rukun wakalah terdiri dari ijab dari muwakkil (pihak yang mewakilkan) 

dan qobul dari wakil, ijab harus diucapkan secara jelas oleh muwakkil 

sedangkan qobul tidak harus di ungkapkan namun bisa diwujudkan dengan 

tindakan yaitu kuserahkan barang tersebut kepadamu, dalam transaksi akad 

wakalah dalam jual beli tanah harus jelas muakil (pemberi kuasa) dan wakil 

(penerima kuasa), tukil (objek yang diwakilkan), ijab dan qobul. 
7
 

2. Syrat wakalah yaitu orang yang mewakilkan artinya seorang yang 

mewakilkan atau pembeli kuasa harus memiliki hak atau mempunyai 

wewenag untuk bertasharuf pada bidang-bidang sesuatu yang diwakilkanya, 

karna itu seseorang tidaksah mewakilkan sesuatu yang bukan haknya, 

kemudian ada orang yang di wakilkan.
8
 

3. Akad samsarah adalah orang yang menjadi perantaraantara pihak penjual 

dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli, degan adanya prantara 

maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah bertaransaksi baik 

transaksi berbrntuk jasa atau berbentuk barang, dan sebutan ini juga layak 

dipakai untuk orang yang mencari (menunjukan) orang lain sebagai 

prantaranya sehingga pihak simsar tersebut mendapat komisi dari oarang 

yangmenjadi padnernya. 

                                                           
6
 Hasil Wawancara dengan Pak Sutji Tanggal 26 Oktober 2018 pukul 15:30 WIB Selaku 

Pembeli. 
7
 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Konteporer, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 

h.179. 
8
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Ed. 1, Cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 69. 
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Penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa pelaksanaan wakalah 

didasarkan pada rukun dan syarat wakalah dan samasarah sebab sahnya 

pelaksanaan wakalah harus memenuhi ketentun yang harus di penuhi.  

3. Syarat jual beli tanah terdiri dari akad adalah ikatan kata antara penjual 

dan pembeli, Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan 

sebab ijab qobul menunjukan kerelaan (keridhaan). Ijab qobul boleh 

dilakukan lisan dan tulisan, ijab qobul dalam bentuk perkataan dan dalam 

bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan 

uang), orang – orang yang berakad, objek akad dan ada tukar pengganti 

barang. 
9
 

4. Rukun jual beli tanah menyangkut objek transaksi adalah: objek transaksi 

harus memenuhi kejelasan mengenai jenisnya (an yakun fi jinsin ma’lumin), 

sifatnya, ukuran (kadar),  jangka penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan, 

kejelasan alat tukar, dan kejelasan harga tukar.
10

 

Transaksi jual beli tanah tersebut disaksikan oleh penjabat setempat 

yaitu Kepala Desa dan Sekertaris Desa di serati serah terima sartifikat tanah, 

tanah yang di jual berlokasi di Desa Bina Karya jaya (BK.3) Kecamatan Putra 

Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, Setelah transaksi sah degan sistem 

samasarah hak atas tanah berpindah, kemudian tanah tersebut di garap oleh 

Pak Sutaji selama delapan bulan, pihak pemilik tanah tidak ada kejelasan 

terhadap wakil sebab tidak ada informasi apaun mengenai jual beli tanah 

tersebut hal tersebut yang menimbulkan kecurigaan bagi pemilik tanah, Pak 

                                                           
9
 Nizaruddin, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Idia Pers, 2013), h. 91-95. 

10
 Saleh Al-Fauzan, Penerjemah, Abdul Hayyie Al- Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman 

Musthofa, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema insani Pres, 2005), h.373. 
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Sayo datang ke desa Restu Baru untuk menggali informasi tanah tersebut 

sudah terjual atau belum, alhasil tanah tersebut ternyata sudah terjual tetapi 

pemilk tanah tidak mendapatkan hasil jual beli tanah tersebut dari wakil sebab 

wail mengelabui pemilik tanah secara tidak langsung akad tersebut rusak, hal 

inilah yang menjadi sebab terjadinya sengketa tanah .
11

 

Penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa transakasi wakalah di 

desa Restu Baru didasarkan pada rukun dan syarat yang telah dipenuhi oleh 

para pihak yang melaksanakan akad tersebut, tetapi berjalanya waktu akad 

tersebut menjadi rusak sebab wakil mengelabui dua pihak, pembeli dan 

pemilik tanah alhasil megakibatkan segketa tanah.  

 

C. Analisis Terhadap Praktik Wakalah Dalam Jual Beli Tanah di Desa 

Restu Baru IV Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah 

1. Analisis Terhadap Praktik Wakalah Dalam Jual Beli Tanah 

Desa Restu Baru IV merupakan sebuah desa yang berada di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, memiliki masyarakat 

sebanyak 3010 jiwa sebagian besar berpropesi sebagai petani, pedagang dan 

Pegawai Negri Sipil, karna ekonomi masyarakat telah maju sesuai dengan 

perkembangan zaman maka muncul kegiatan muamalah, yaitu implementasi 

akad  wakalah dalam jual beli tanah yang terjadi pada tanggal 20 April 2015 

di desa Restu Baru, akad wakalah ini tidak semua masyarakat melakukan 
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kegiatan jual beli dengan di wakilkan, hanya beberapa orang yang melakukan  

jual beli tanah tersebut. 

Implementasi akad wakalah dalam jual beli tanah tersebut adalah 

kebutuhan bagi masyarakat khusunya bagi pemilik tanah yaitu Pak Sayo, 

tanah yang diperjual belikan  berada di Desa Bina Karya jaya (BK.3) 

Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, tanah tersebut 

merupakan tanah lapisan lepas permukaan bumi yang disebut tanah garapan,  

luas tanah 5000 meter persegi atau ½ hektar dan diwakilkan kepada Pak Andi 

selaku saudara untuk menjual tanah tersebut.
12

 

Pelaksanaan jual beli tanah, bahwa wakil sudah mengenal dan 

memahami orang yang akan membeli tanh tersebut dengan harga yang telah 

di sepakati oleh pemilik tanah, wakilpun  menerima haknya sebagai wakalah 

dari Pak Sayo selain itu wakil sudah mempunyai pandangan, bahwa orang 

yang akan membeli tanah tersebut adalah kawan atau bisa disebut kerabat, 

kemudian di tawarkan kepada Pak Sutaji selaku kerabat.
13

 

Transaksi tersebut dilaksanakan di rumah pembeli yaitu di rumah 

Pak Sutaji, transaksi dalam akad wakalah dalam jual beli tanah tersebut di 

saksikan oleh penjabat setempat yaitu Kepala Desa berserta Sekertaris desa di 

serati serah terima sartifikat tanah, dengan tidak memberikan akta jual beli 

(AJB) dan seharga Rp 52,000,000,00 peroses pembayaranya 2 kali dalam 1 

tahun, dan disahkan oleh kedua belah pihak beserta saksi – saksi, bahwa jual 
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beli tanah tersebut dinyatakan sah dan berpindah hak tanah tersebut kepada 

Pak Sutaji. 

Setelah dinyatakan sah oleh prapihak yang melaksanakan akad 

tersebut, di tanami singkong  oleh Pak Sutaji selama delapan bulan, pemilik 

tanah pun curiga sebab  tidak mendapatkan haknya dari jual beli tanah 

tersebut karna hal inilah pemilik tanah melihat tanahnya apakah sudah terjual 

atau belum, tetapi kenyatannya tanah tersebut digarap oleh orang lain, dari 

dasar ini pemilik tanah melaporkan kepada pihak berwajib agar dapat 

diselesaikan secara kekeluargaan. 

Hasil penyelesaian  kekeluargaan pada praktik wakalah dalam jual 

beli tanah adalah, wakil mengelabui atau membohogi para pihak yang 

melaksanakan akad tersebut sebab hasil jual beli tersebut di pergunakan 

seluruhnya oleh wakil dan di pergunakan untuk kebutuhan hidup dan untuk 

kesenagan yaitu berjudi, wakil bertanggung jawab atas perbuatanya yaitu 

mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik tanah dan pembeli diberikan 

tanah yanag sama ukuranya dengan tanah milik wakil. 

Akad wakalah dalam jual beli tanah tersebut tidak dibenarkan secara 

Hukum Islam sebab pada awal akad wakil sudah berniat membohogi para 

pihak yang melaksanakan akad, alhasil akad jual beli tersebut tidak sah karna 

sebab, pekerjaan yang dimaksud diberhentikan di karnakan sebab tertentu, 

pemutusan oleh muwakkil terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahui 

tetapi wakil wajib tahu sebelum ia tahu maka tindakanya seperti sebelum ada 

putusan. 
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Akad wakalah dalam jual beli tanah tersebut berdasarkan pada akad 

simsara karana wakail sebagai peganti dari pemilik tanah yang artinya patner 

dalam pelaksaan jual beli tanah tersebut, pelaksanaan akad wakalah dalam 

jual beli tanah di desa Restu Baru IV tidak sesuai degan pandagan Hukum 

Ekonomi Syriah disebabkan: 

a. Ketidak jujuran dalam melaksanakan pada awal akad wakalah 

b. Tidak adilnya dalam melaksaan hasil jual beli tanah tersebut 

c. Tidak ada kebenaran dalam melaksanakan perjanjian jual beli sehingga 

menimbulkan kebohongan  

d. Tidak relanaya para pihak yanag melaksanakan akad jual beli tanah sebab 

dirugikan secara materil 

e. Larangan prktik penipuan, kecurangan, dan pemalsuan, hal ini termasuk 

memakan harta orang lain secara bathil maka transasksinya batal dalam 

Al-Qur’an surat Al-Muthafifin ayat 1-5. 

Kegiatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum Islam, maupun hukum 

ekonomi syriah, sebab dalam melaksanakan kegiatan mumalah tidak 

didarkan pada kejukuran dalam melaksanakan akad jual beli, sehingga 

menimbulakan kerugian para pihak yang melaksanakan transaksi, hal 

tersebutlah yangmenjadi kajian hukum ekonomi syriah agar memebrikan 

pemahaman dlam melaksanakan kegiatan muamalah yang natinya tidak 

menimbulkan kemudaratan para pihak yanag melaksanakan akad wakalah.



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah di kumpulkan oleh peneliti tentang 

implementasi akad wakalah dalam jual beli tanah, maka dapat disimpulkan 

bahwa muamalah merupakan suatu dasar yang melekat dalam transaksi di 

masyarakat khususnya praktik wakalah dalam jual beli tanah di Desa Restu 

Baru IV, bahwa akad simsar diberikaan kewenagan seseorang untuk 

melaksanakan kegiatan wakalah dan diberikan upah atau mendapat komisi 

dari orang yang menjadi patnernya, transaksi tersebut dilakukan , tiga orang  

pemilik tanah, wakil dan pembeli. 

Akad wakalah dalam jual beli tanah tersebut adalah, tanah yang 

diperjual belikan berukuran ½ hektar seluas 5000 meter persegi degan harga 

Rp. 52,000,000,00 yang akhirnya menjadi sengketa tanah, sebab wakil telah 

membohongi para pihak, tujuanya untuk mendapatkan keuntugan secara 

keseluruhan untuk kesenagan secara pribadi, jual beli seperti ini adalah jual 

beli yang batal sebab menguntungkan diri sediri  yang berdampak pada 

kemudharatan. 

Pelaksanaan akad wakalah tersebut tidak sesui dengan hukum ekonomi 

syariah antara lain, tidak ada kejujuran bagi wakil, tidak ada kebenaran bagi 

wakil, tidak ada keridhaan oleh para pihak yang melaksanakan akad, sehigga 

menimbulakan segketa tanah yang berdampak pada kerugian para pihak .  
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B. Saran 

Berikut ini adalah saran saran yang dapat peneliti sampaikan: 

a. Para pihak yang melaksanakan akad jula beli tanah degan di wakilkan ini, 

terlebih dahulu memperhatikan orang yang menawarkan jual beli dan 

melihat tanah apakah nantinya akan menyebabkan kerugian atau tidak. 

b. Dalam pelaksanaan akad wakalah dalam jual beli tanah harus di awasi baik 

dari Pemerintahan Kecamatan maupun dari Kepala Desa Restu Baru IV 

agar tidak menimbulkan kecuranagan, penipuan ataupun kerugian oleh 

para pihak yang melaksanakan akad wakalah dalam jual beli tanah. 

c. Peneliti bisa menjadikan kajian ini sebagai kajian pustaka maaupun 

lapanagan agar waktu yang akan datang menjadi pembelajaran kuhusnya 

bagi Falkultas Syariah. 
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PRAKTIK WAKALAH DALAM JUAL BELI TANAH DI INDONESIA 

(Studi Kasus di Desa Restu Baru IV Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Lampung Tengah) 

ALAT PENGUMPULAN DATA 

(APD) 

A. Wawancara 

Pedoman Wawancara 

1. Apakah benar praktik wakalah dalam jual beli tanah di lakukan di 

desa restu baru IV? 

2. Apakah benar dalam perakteknya, jual beli tanah di lakukan dengan 

saudara atau teman dekat? 

3. Bagaimana peroses akad wakalah dalam jual beli tanah? 

4. Berapakah ukuran tanah yang di perjual belikan? 

5. Berapakah harga jual beli tanah yang di perjual belikan? 

6. Bagaimana peroses terjadinya kerugian antra penjual dan pembeli 

yang berdampak pada sengketa tanah?  

7. Bagaimana hak milik atas tanah pada waktu sengketa apakah masih 

menjadi hak milik pembeli? 

8. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut yang dilakukan 

oleh wakil? 
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9. Bagaimana pandanagan masyarakat mengenai praktik wakalah 
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IV 

2. Mengamati dan berinteraksi dengan tokoh masyarakat dan tokoh 

yang terkait praktik wakalah dalam jual beli tanah di desa restu baru 

IV 

3. Mengamati praktik wakalah dalam jual beli tanah di desa restu baru 

IV yang berakibat kerugian oleh para pihak  

C. Dokumentasi 

1. Dokumentasi sejarah berdirinya Desa Restu Baru IV 

2. Dokumentasi jumlah penduduk Desa Restu Baru IV 

3. Dokumentasi struktur pemerintah Desa Restu Baru IV 
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